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ABSTRAK 

 
Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan 

aspek penting dalam sistem hukum untuk menjamin hak-hak dan keselamatan 

mereka. Korban tidak hanya menghadapi kerugian fisik maupun psikis, tetapi juga 

sering mengalami kerugian materiil dan tekanan psikologis jangka panjang. 

Skripsi ini membahas sejauh mana upaya perlindungan hukum yang tersedia bagi 

korban KDRT dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dengan 

studi kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjg. 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan 

konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal, dan analisis terhadap 

putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan menelaah teori serta fakta hukum, 

mulai dari landasan konseptual hingga pemfokusan pada inti permasalahan 

mengenai perlindungan hukum korban KDRT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, perlindungan 

korban sudah tampak melalui pemidanaan pelaku, pemusnahan alat kejahatan, 

serta dukungan aparat, saksi, dan lembaga layanan. Namun perlindungan masih 

terbatas pada aspek retributif, karena putusan tidak mengakomodasi ganti rugi 

materiil, pemulihan psikologis jangka panjang, maupun perintah perlindungan 

sementara. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan melalui pemidanaan ta’zir 

dan pemusnahan parang sejalan dengan prinsip sadd al-dzari’ah, tetapi aspek 

dhaman (ganti rugi), pemulihan psikis, serta perlindungan anak korban (hifdz al-

nasl) belum terpenuhi. Putusan ini baru menyentuh sebagian maqashid al-syariah, 

yaitu perlindungan jiwa (hifdz al-nafs) dan akal (hifdz al-‘aql), sementara 

perlindungan harta (hifdz al-mal) dan keturunan belum diwujudkan. 

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar aparat penegak hukum 

lebih memperhatikan aspek kompensasi, pemulihan, dan perlindungan jangka 

panjang bagi korban KDRT. Koordinasi dengan lembaga layanan korban juga 

harus diperkuat agar perlindungan lebih komprehensif. Dalam perspektif hukum 

Islam, penerapan prinsip maqashid al-syariah perlu lebih dikonkretkan sehingga 

perlindungan korban KDRT mencakup pemidanaan, ganti rugi, jaminan 

keamanan, dan pemulihan psikologis secara utuh. 
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